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PUTUSAN
Nomor 1253/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam

perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-1056/PJ./2015, tanggal 13 Maret 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan
PT VAN OORD INDONESIA, beralamat di Gedung Setiabudi
Atrium Lantai 2, Suite 201, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling
62 Jakarta Selatan 12920;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.58685/PP/M.VIA/13/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

- Menyatakan batal terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-452/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013, tentang keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Masa Pajak
Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00048/204/03/059/12
tanggal 2 Januari 2012, atas nama PT Van Oord Indonesia;
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Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
Surat Uraian Banding tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put.58685/PP/M.VIA/13/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-452/WPJ.07/2013 tanggal 4
Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003
Nomor 00048/204/03/059/12 tanggal 2 Januari 2012, atas nama PT Van
Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8-059.000, beralamat di Gedung
Setiabudi Atrium Lantai 2, Suite 201, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 62
Jakarta Selatan 12920, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp3.162.852.957,00
PPh Pasal 26 yang terutang Rp 632.570.591,00
Kredit Pajak Rp 0.00
Pajak yang kurang dibayar Rp 632.570.591,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 303.633.883,00
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 936.204.474,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2015,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 20 Maret 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret
2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 20 Maret 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58685/PP/M.VIA/13/2014 tanggal
18 Desember 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali
(semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.58685/PP/M.VIA/13/2014 tanggal 18 Desember 2014, sepanjang
terkait dengan sengketa yang diajukan peninjauan kembali, karena
Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali
(semula Pemohon Banding);
3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
452/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013, tentang keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Masa
Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor
00048/204/03/059/12 tanggal 2 Januari 2012, atas nama PT Van
Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8-059.000, adalah telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan
hukum;
3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono);
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Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan
dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra
Memori Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-
fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta
memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi
teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan
Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan
alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan,
karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan
sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-452/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013, tentang
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor
00048/204/03/059/12 tanggal 2 Januari 2012, adalah sudah tepat dan
tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa in casu nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran
materiel berdasarkan prinsip substance over the form dan memenuhi
asas Ne Bis Vexari Rule yang mensyaratkan bahwa semua tindakan
administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hukum. Faktanya terikat dengan ketentuan perpajakan internasional,
agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda (double taxation) atau
penghindaran pajak (fiscal evasion and avoidance), yang diperoleh
petunjuk bahwa Sodranord SARL merupakan fax resident dari Negara
Perancis yang dibuktikan dengan adanya Surat keterangan Domisili
(SKD) yang diterbitkan oleh Competent Authority yang dalam hal ini
diterbitkan oleh The Tax Authority of France (Otoritas Pajak Perancis)
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dan Sodranord SARL tidak menjalankan usahanya di Indonesia melalui
BUT dan tidak memiliki BUT. Dengan demikian hak pemajakan atas
penghasilan sewa kapal yang diterima oleh Sodranord SARL ada pada
negara Perancis dimana Sodranord SARL berdomisili sehingga tidak
terhutang pemotongan PPh Pasal 26. Oleh karenanya koreksi Pemohon
Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan
Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 7 ayat (1) P3B
Indonesia — Perancis juncto Article 27 Vienna Convention;

- Bahwa mendasarkan asas Ne Bis Vexari Rule yang mensyaratkan
bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-
Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis oleh Terbanding
sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum
dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi
hukum vyang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan
Presumptio iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;
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MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Dr. Irffan Fachruddin, S.H., C.N.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK Rp_ 2.480.000,00
Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
PIt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001
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